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BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA'WA BARAT
NOMOR 5% TAHUN 2015
TENTANG
KEETERBUKAAN INFORMAS| PUHBLIK

DERGAR RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] SUMBAWA BARAT,

poEs babwd ksterbukaan informasi - publik - merupakan sarans
mewiijudkan peroerintohan yang baik dan demokratis,
selanligun sebagal sarana pongawnsan masvarakial (erhadap
ketdpbkan publil;

b, bahwa masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh
infrmand publik sepanjong informasd publik vang hendak
diperalehnya tersebut bukan informasi vang dilareng oleh
persturan  perundang-undangan untuk  diberfian, aiau
diumumban kepads mosyarakat, karenn jike  diberilan
mtnt diumumkan akan  membahayakan  kepads

hﬂ'p:nl'.l.ﬂgh.rl pubdike atau meeresahlan kehidwpan
masyarakal ;

©. bahwa leeterbukman mformasi publik diarahkan kepeda
penyelenggaraan pemerintahan dasrah yang bedk, yang
memperhatikan nilaf-niknl agama, moml dan sosial yvang




b

hidup dan berkembang seaom visi Kabupaten Sumbawa
Barat sehagai Kabupaten Fitrah dalam Ridho Allah SWT,

. bahvwa berdosarkan pertimbangan sebagaimans dimeatomd

dalem hurdfl a, huraf b, dan burid e, perlu menstapkan
Peraturan Daemah tentang Keterbukaan Informas Publik;

. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indoneain Tahun 1945;

. Usilang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 pnuang Ketentuan-

kotentuan pokok Kearsipan (Lembaran Negama  Republik
Indonesian Tahon 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2963) |

Undarg-Undang MNeomar 8 Tahun 1981 wntang Hukum
Acarn Pidana (Lembamn Negama Republik Indonesia Tahun
1981 Momor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indotesn Nomar 3209 |

. Undong-Undang Nomae @ Talun 1998  ientang

Bemerdekaan Menyampaiksn Pendapat di Depan Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
[Bl, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3T8%) :

i Unding-Undang MNomorf 8 Tahun 1999 ientsng

anitudmp:u Ronsumen |(Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembarmn
Negara Republik Indonesia Nomer 3821 |

. Undpnp-Undang Nomor 38 Tehun 1999  pentang

Penyelenggaraan Negara yang baik dan Bebas dari Korupsi,
Eolisi dan Mepotleme (Lembaran Negare Republk
Indonesla Tahun 1999 Homor 75, Tambahan Lembaran
MNegam Republik Indonosia Nomeor 3851);

¢ Updang-Undang  Nomor 31 Tehun 1998 ientang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupal [Lembaran Megara
|



Republik Indonests Tahun 1990 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negam Republik indonesia Nomor 3874);

8, Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Haok Azasi

Mamusis (Lembermnt Megars Republik [ndonesia Tahun
1999 MNomor 165 Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 3885,

9, Undang-Undang MNomor 40 Tehun 1999 teniang Pers

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
166, Tambahan Lembaram Negarn Republik  Indonesia
Nomor JBBT];

10. Unidang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keusangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2003
Nomaor 47, Tambahan Lembaran Negars Hepublik Indonesia
Nomaor 3286,

11, Undang-Undang MNomor 30 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nuse
Tenggarm Bamat [Lembaran Negara Repubdik  indonesia
Tahun 2003 Nomor 145, Tambshan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4340);

12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencannan Pembangunan Nasional [Lembaman Negara
Republik Indomesla Tahun 2004 Neomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tehun 2004 tentang
Perimbangan  RKeuangan Antars Pemerintah  Pusat dan
Pemerintnhan [wemmh [Lembaran  Negam  Republik
Indonesin Tahun 3004 Nomor 126, Tambahan Lembarsn
Hegara Republik Indonesia Nomor 4438|;

14. Undang-Undang Homor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Repubiik
Indosiesis Tahun 23008 Momor 61, Tambahan Lembamn

Meguruy Kepublik Indonesia Nomor 4846) ;
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15. Undang-Undang  Momor 12 Tahun 2001 (entang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangsn (Lembaran
Megara Republik Indonesis Tahun 2011 Nommor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor
5234,

16, Undang-Undang Nomoer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negarn Republik Indoncsia Tabun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Megam Bepublik Indonesia
MNomor S58T| sebagnimana telnh diubab dengan Undang-Undang
Momor 3 Tahun 2015 tentang Penctapan Pesaturan Penerininly
Penggenti  Undang-Undang Nomor 2 Tehun 2013 wentang
Perubahan Atis Undang-Undang Nomor 23 Tabun 30614 tentang
Pemeriniaban  Dasinh  fenedl  Undsng-Undang  [Leoibamn
Negurn Bepiblik Indonesin Tahun 3015 Nomor 24, Tembshen
Lembicrnn Negnra Republik Endonesin Nomor S657);

17, Peraturan Pemerinteh Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tats
Cars  Pelaksanaan Peran  Serta  Masvarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran MNegaes Republil
Intdonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembarmm
Negarm Bepublik Indonesin Nomor 3660);

1B, Perpturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolasn Keusngan Daerah (Lembaman Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nomor 4578);

19, Peraturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagan Urasan Pemerintahan antara Pemeriniah,
Femerintahan Deaerah Provinsl dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten/Kota [Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2007 MNomor 82, Tambahan Lembaran HNegam
Republik Indonesia Nomor 4737);

20, Peraturan Pemerintah Nomor &1 Tahun 2010 tentang
Pelakesresan Undang-undang WNomor 14 Tmhan Z008

tentang Keterbukaan Informasi Publik
L]



21 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 20014 tentang

Peraturan Pelalssnasn Undang-Undang Momor 12 Tahun
2011  tentanfg Pembentukan Pemmiuran Perundang-
Undangan (Lembaran Megare Republik Indonenin Tahun
2014 Nomor 199);

22, Peraturan Menteri dalam Negeri Momor 35 Tahun 20010

tentang Pedoman Pengelolaan Pelevanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan
Pemernntahan Dasrah;

23. Poraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang. Pedoman  Pengelolann  Keusngnn  Dasrah,
schagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalsm MNegeri Nomor 21 Tahun 2001
tentang Perubahan Kedus Atas Peraturan Menter Dalam
Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penpgelolaan
Heuangan Daerah,

24, Pernturan Menterl Dalarn Megerl Momor | Tabun 2014

tenitang Pembentukan Produk Hukum Dasrah;

25, Permturan Komisd Informasi Nomor | Tahun 20010 tentang

Blandar Lavansn Informasd Publilk ;

Dengan Persetujusn Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menetaphan

dan
BUPAT! SUMBAWA BARAT
MEMUTLUSKAN -

FERATURAN DAERAH TENTARG KETERHUKAAN
INFORMAST FLBLIR,



BAR |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Bialam Peraturan Dasrah nl vang dimaksud dengan |

L
2.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat

Pemérintahan dasrah adalabh penvelenggarasn urussn pemerintahan aleh
pomerintah  daerah dan DPRD menunit asas otonomi dan tuges
pembantusn dengan prinsip ofonomi seluas-luasnyva dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatusn Republik Indonesia sehagaimans dimakaud
dalam Undang-Undang Daser Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemerintah Duerah sdalah SBupati dan Pernngkat Daerah sebagni unsar
penyelenggam Pemerintahan dacrah Kabupaten Sumbawa Barnt.

Dowan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnye disebut DFRD adalsh
DPRD Kabupaten Sumbawn Barat,

Bupati adalsh Bupat Sumbawa Barar,

Perangkai Daernh sdalaih unsur pembantu Kepalsn Deerah  dalam
ponyelenggaraan pemerintahan dasrab yang terdivd Sekreiarinr Deerab,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamitan
dan Kelurahan,

Keterbukaan aduelah kesedizan dan)atau tindakan untubl membecikan
informasi dan /atay mengumumksn mformasi ke masvarakal.

Informasi adalah ketemngan, pernyataan, gagesan dan tande-mnda vang
menganding  hilai, maknn, dan pesan, baik data, fakin macpun
penjelasannye yvang dapar dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan
dolam berbagni kemasan dan format sesuai dengan  periembangan
tekmologl informasl dan komunikas secora elektronilk atsupun non
elektronik,

Informasi Publk adalah informas yang dibasilkan, disimpan;, dikeiola,
dilcrim, don/atau diterima ofels Badan publik dan Bedan Publik Deerab
yang berkaitan dengan penyelenggern dan penyelenggaraan negara dan
pemerintahan dasrah dan/atay penvelenggarn dan  penvelenggaraan
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13

14,

15,

1,

Buadan Publik lainny: sers informasi lain vang berkaitan dengan
lepentingan publik

Badun Publik Daerah adalah Pemerintah Dacrah dan Dewan Perwakilan
Bakyai Dacrah yeng menjalankan pemerintahan dacrah menurut asas
otonoml dan tuges pembentuan dengan prinsip otonoml seius-lunsnya
dalam sistern dan prinsip Negara Kesatumn Republik Indonesia
scbagnimans dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Badin Publik Lainoya adalah Badan Usaha Milik Dacrah dan organisas:
non perterintab termasuk partal politik dan badan lain yung fungs des
tugas pokoknya berkadan dengan penyelenggaraan negars. yang berada
di dusrab sepanjang sebagan atau selurubh dananya bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanfa Daemab, sumbangan masyvaraiot,
dian/atmi lusr negeri

Pejabat Publik adalah orang vang ditunjuk dan diberi tuges ontuk
menduduki posis atag jabaten tertentu pada Bagan Publik Deerah dan
Badan Publik Lamnys,

Frjabat Pengelols Informasi dan Dokumentasi vang sslanjutnys disinghkst
PPID adalah pejabat vang bertanggong jewab dalsm  pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemetiharaan, pervediaan, distribds,
dun pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah

Pengguna kformasi publik adalah omng yang menggunakan informas
pubdilk sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasrah ine,

Pemohon nformasi publik adalah werge negare dan/atay Badan Hukum
Indenesia yung mengajukan permintasn infbrmes publik sebagatmana
dintue dalam Peraturmn Duerah ind

Eomisi [nformasl kKabupaten adaleh lembaga mandisd yang berfungsi
merjalankan Peraturan Daerah il dan  peraturan  pelaksanaannye,
menetaphkan petunjuk tekmis smnder leyansn  nfermesl publk  dien
menyeiessikan sengheta informasl publik yang tenadi di deerah melalul
mediiagi dan /ety sjudibasi non-hitigasi
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Sengheta Infonnasi publik adalak sengkela yang terjadi antura Badan
Publik Deerah atau Badan Publik Lalnnya dan pengguna informasi publik
vang berkaitan demgan hak memperoleh dan menggunakan informasi
berdasarlon peraturan perundang-undangsn.

Mediasi adaiah penyelessian sengheta (nformasi publik antarm pamm plhik
yang dibamiu oleh Komisi Informasi Kabupaten sebagai pihak ke tign netral
Ajudikasi adalah proses penyelessian sengheta informasi publik antara
para pihak yang diputus al=h komisd informast Kabupaten,

, Grang sdalah orang persscrangan, kelompok orang, badan hukum atau

Badan Publik Deerah seria Baden Publik Lainnyse sebagaimana divma ks
dalam Peraturnn Daerah ini.

Informes vang ditecusiiben adsleh informasl yang tdak depat dinkses
oleli Pemohon Informasl Publik sebagaimena dimaksud delam Peraturan
Diaerah inl.

Fengklasifikasian Informasi Publik sdalah penetapan informesi sebagni
Informas yang Dikecunlikan berdaserkan Peraturan Daerah ind,

23, Pengujian Konsskuensl adalah pengujian tentang konsekuensi vang

timbul spabdla suaty informesi diberikan kepoda masvarnkat dengan
mempertimbangksn socars saksaoma bahwa menutup Informast Publik
dapat melindungl kepentingan yang lebih besar daripada membulanys
atiy sehalilnys.

Jangka Wakiu Pengecualinn adalah rentang wakitu tertentu suaty Informas|
vang dikecuatikan tedink dapat dinkses oleh Pemohon Informasi-Pablik,

Clanti Rugi sdalah pembayaran ssumilah uang kepeda omang atau badan
hukum perdats atas beban Badan Publik den Aadan Publik Lainnva
berdasarkan putusan Pengadilan Tatm Usaha MNegara lorens adanve
keruglan materii] yang didenita oleh penggugat.



BAB 11
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Anas
Fasal 2

(1} Setinp informasi publik bersifat terbuks dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna informasi Publik, kecuall informas) publik vang dikecualilan

(2} Informeal Publik vang dieecualikan bernifnl ketat dan terbatss,

[3) Setiap informasi public harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi
publik denghn mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat
wiikitu, biava ringan dan carn sederhane

i4) Informast publik yang dilécualilcan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-
undang, Kepatuinn don kepentmgan umum dideasarkan pads pemgujian
tentang konsekuens| yang timbul apabila spat mformes: diberikan kepada
masyarakat serti setelah  dipertimbangkan  dengan  sehsams  babwa
menutyp informasi publik dapat melindungl kepentingan yang lebih besar
daripads membukanya atau sehaliknya,

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Tujuan Heterbulbman Informast publik dalam penyvelenggaraan pemerntohan
dacral adalah untuk memberikan don menjamin hak setap crang untuk
.ﬂhiﬂip.l‘lknﬂ irtfenrmriman P Ltk dalam rangkn
o, menjamin hak setiap omng untuk mengetabui rencana dan  proses
pen.nml:ﬂln keputusan publik serta alssan Fump.m'hil"n loebijalonn puahlile;
b mendorong partisipasi masvarakat dalam proses peagambilan keputusan
pubiik;
€. mewijudkan penyelenggaraan pemerintaban dasrah yang batk yaitu yeng
TR ISEMTI, elekuil  dan efissen, akuniabed BETLE dixpat
dipertanggungasnblamn;



d. mendorong peningkatan kuslitas aspirasi masvarakat dalam memberikan
. masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
. memastikan bahwa setiap orang mengetahul slasan kebljakan publik yang
mempengarhi bajat hidup orang banyak:
I, meningkatkan  keporcayaan publik terhadep  penyelenggarman
pemerintahan deerah,

BAB 11
HAK DAN KEWANHAN PEMOHON DAN PENGOUNA INFORMAST PUBLIK
SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DAERAH DAN
BADAN FUBLIE LAINRYA

Bagian Kesatu
- Hak Pemobon/Pengguns Informasi Fublik
Pasal 4
[1}-Setiap orang berhak memperoleh nformasi publik - sesual dengan ketentuan
Peraturan Daerah ind,
- (2| Setiap orang berhak :
a. Melihat dan mengetahul informesd publik
b. Menghadiri pertemuan publik veng eerbuba unul umum  amoek
memperaleh informasl puablik;
©. Mendapatkan salinan informasi publik melalyl permobonin  sesual
dengan Peraturan Dasrah bnd;
d. Menyebarlusskan infomasl publik  sesuai  dengan  permtumn
perundangundangan.
(3} Betinp pemohon Informasi publik berhak mengajukan permintman infomasi
publik disertai alasan permintaan tersebul,
(%) Sctiap pemohon  informasi publlk berhak mengEjukon  gUgatan ke
pengadilan  spabila  dalarm  memperoleh informasi  publik  mendapat
hambatan atay kegagalan sesuni dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,

10



Bagan kedua
* Kewajiban Pemohon /Pengguna Informasi Publik
Pasal 5

(1} Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuu
dengan kefentfuan peraturan perundang-undangsn,

(2} Pengguna nformasi publik wajib mencantumban sumber darl mana iw
memperoleh informasi poblbk, boik yang digunakan untuk kepentingan
sendiri maupun untuk keperiuan publikasi sesual dengan leetenituan
peratiirun perundang-undangan.

Bagun Ketiga
Hak Badnn Publik Daemb den Baden Publik Lelnnys
. Pasal &
{1} Badan publik Dasrah dan Badan Publik Lainnya  berhak menclak
memberikmn  informes  yang dikecualiban  sesusl  dengan  Ketentuan
Peratumn Dasrah ini,
(3] Badan puhblik Desrah dan Badan Publik Lainnya berhak menolak
memberikan informasi apabila tdak sesusi dengan ketentumn Peraturan
Dinerah ini
- (3] Informasl publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan publik Dasrah dan
Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud padi gvat {1) adalsh |
&, Informasi yang dapal membabayakan negain;
b, Informast yang berladtan dengan kepentingan perlindungan usaha dar
persalngan usaka Udnk sehat;
. . Informasi yang berkaitan dengan hale-hak pribadi;
i Informasi yang berimitan dengan rahasia jabatan;
- e, Informasi  publik yang dimints belum  dikuesal  atau  belum
didokumentasikan oleh Badan publik.
(4] Informesd yang dikecualikan sehagaimina dimakased pads ayat |1) dan ayat
(3] ditetapkan lebih kanjut dalam Permturan Bupats,
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Bagian Keampat
Hewajiban Bacdan Publik Dasrah
Pasal 7

Badan Publik Daerah wajib:

a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik schagaimana dintur di
dalnm Peraturan Daerah ini;

b. membangun dan mengembangkan sistem informesi dan dolowmentsi
untik mengeiola Informasi Publdik sscarm bailk dan efisien;

€. menstapkan peraturan mengenal sndar prosedur operastonnl  loyanan
Informasi Publik sesual dengan Perasturnn Perundang-undengan;

il. menetapkan dit memitakhirkan secarn berkala Dafrar [nformas Publik
atas seluruh Informasl Publtk yvang dikeloln;

e, menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugns den anggung
mwah perts wewenAnET s,

[. menyediskan sarana dan prasarena layanan informasi Publie, ermasuk
papan pengumuman dan meja informasi di setlap kanwr Badan Publik,
serta sius resmi;

g menstapkan standar Haya perolehan salinen Informasd Publik:

h. menjganggarkan pembiayann secara memadnl bag layanan Informaisd Publik
sesuai dengin pemturan perundang-undangan yang berlaku;

i. memberikan tAnggapan atas lkebermtan yang dinjukan oleh Pemohon
Informas Publik ¥ang mengajubkan kebarntan;

} membuai dan mengumumban laporan wenmng loyanan Informast Publik
sEml dengan Pessturan Daerab inl seria menyampmbkan sahnan Bporen
kepada Komisl Informasl Ksbupaten] dan

k. melikukdn evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan lavenen
Informms Publik




Baglan Kelirs
Kewajiban Badan Publik Lainnya
Pasal 8

Badan Publik Lainnya wajib:

n menyedinkan, memberilan don/atay menerbitian Informasi Publik yang
berada di bavah kewenangannya kepada Pemohon Informesd Publik, selain
informasi yerg dikecuslion sesuad dengan ketentorn perundang-undangan;

b. menyediakan Informasi Publik vang akurat, benar, dan tdak menyesatian:

c. membangun dan mengembangkan sistem miormasi dan dokumenosi
untuk mengelols Informast Pablik secars batk dan efisien sehinggs dapat
dighnes dengan mudah;

d. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugss dan tanggung
Jawab sertd wewenangnys sesual dengan ketentuan perundang-undangan
vang berlaku peda Badan Publk Lalnnya;

e membizatl perdmbangan secars tertulis seting kebijakan vang dismbil umouk
memeniiltid hak setiap orang atas Informasi Publik;

f Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huref e antara lain memost
pertimbangan politik, ekonomi, soaial, budaya, dan/stau pertahanan dan
keamanan Negara;

& Dalam rangka memenuhi kewsjiban sebagaimans dimaksud pada huruf a
sampai dengan huruf d, Badan Publik Lainnya dapat memanfaatkan sarana
danfatau media sfleltronik dan non-elektronik.

BAB IV
INFORMAS] YANG WAJIB TNSETHAKAN DAN DIUMUMEKAN
OLEH BADAK PUBLIK DAERAH DAN BADAN PUBLIK LAINNYA
Bagian Kesaiu
Informasi yang wajib dissdiakan dan di wmumlan secars Berknla
Pasal 9
(1] Badnn publik doerah dan Baden Publik Lainnya wajib mengumumbksn
informesi poblik seeara becksls dan sssual dengen standar layanan
informasi publik sebagarmans distur dalam  peraturan perundangs

undangan.
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() Informasi sebagaimana dimalsud pads avat (1) adalah @
a. Informasi yang berknitun dengan Badan Publik Deerab dan Badan
Publik Lainnya:

b, Informasi mengenal kegintan dan kinea Badan Publik Deerah dan
Badan Publik Lainnys terkair;

€. Informasi mengenal laporan keuangan Badan Publik Daerah dan Badan
Fublik Ladnnys terkait;

d. Informas lain yang distur delam peraturan perundang-undangnn;

[3} Kewsjiban memberiican don menyampaioan informas: publik sebagainuna
dimaksud pada ayat (2} dilakukan paling singkat 6 jenam| bulan sekall,

(4} Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimna dimaksud pada

. avat (1) disampailan dengan cars vang mudah dijangkau oleh masvarsbst

dan dalam hahass vang mudseh dipahnmi

5} Cams-cara sebagaimana dimaksud padn ayvat (4] ditentukan bebil lanjut obeh
Pefabuit Pengelols Informasi dan Dokumentasi,

(6] Ketentuan lebih lanjut mengensl kewajiban Badan Publik Daerah dan
i Baidan Publik Lainnya memberikan dan menyampaikan informasi pablik

secara berkala sebagaimann dimaksud pada myat (Vayat (20 dan ayat (3)
2 digtur dengan Peratumn Bupati,

Bagian Kedus
Infarmasi yang Wajib Dhumomkan Secarn Sera Meria

Pasal 10

{1] Badan publik daerah dsn Badan Publik Lainmya wajib mengumimbon
SCCAM SETTR Merts sunty informesi yang dapat mengancam hajet hidup
orang banyak dan ketertiban wmum.

|2} Kewnfiban menvebariuaskan informasi publik sehagaimana dimaksud pada
ayar 1) dissrmpaikens dengen ears mudah dipnglkauy oleh mesvarnksr dan
dalam hohasa yang mudah dipahami.

(3 Keteniuan lebih lanjui mengenai kewajiban badan publik scbagaimana
dirnnksud pads ayat (1) dan ayat |2) distur dengnn Peraturan Bupati
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Hagian Ketign
Informas Yang Walib Tersedia Setiap Saat
Pasal 11

(1) Badan Publik Duerah dan dan Badan Publik Lainnya wajib menvediakan
Informas Publik setinp saat meliputs:

Diaftar selurub informesd publik yang berada di bawah penguaisssnnya,
tidak termasuk mformasi yang dikecualikan.

Hasil keputusan Badan Publik Dacrah atau Badan Publik Lalnoya dan
perumbangrnnya;
Seluruh kebigakan berlkut dokumen pendokungna;

. Rencunn kerjn proyek termasuk dl dalvmnve perkirean peegeluaran

tahunan Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya;

Perjanifian Badan Publik Deerah dan Sadan Publik Leinays dengan
pibak ketign;

Informasi dan kebfiakan yang disampeikan Pejabat Publik dalam
pertemuan yang terbulks untuk umim;

Prosedur kerjn pegawai Badan Publik Daerah dan Beadan Publik Lainnys
yung berkaitan dengan pelavanan masvarakat dan/atsu;

Laporan mengenail pelayanan almes informas publik sehagnimana diatur
dalam Peraturan Dasraby ini,

(2] Infermasl Publik yang telah dinvatakan terbuka bagh masEeekal
berdasarican mekaninme keberstan  dan/atau  penyelesaian  sengkets
dinyatakan sebagal informasi publik yang dapat diakses cleh pengguns
Informasi Publilk.

(3] Ketentuan lebib lanjut mengenal tata cara pelaksanaan kewajiban Badan
Publik Dacrah dan Hadan Poblik lainova menyediakan informasi publik
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yung dapat diakses oleh Pengguna Informasd Publik sebagaimana dimaksed
pada ayat (1] dan ayat (3] distur dengan Peratumn Bupati,

Baginn Keempat
Informasi yang Wajib Diumumbkan Oleh
Badan Publik Deerah dan Badan Publik Lainnys
Pasal 12

(1) Badan Publik Deerah dan Badan Publik Lemnys walib mengumumlcan
lymman informas setinp whun anggaran berakhie, yang mebipuy
8. Jumlah permintean informast yang diterima;

b, Waktu yang diperlukan Badan Publik dan Badan Publik Lainnya daiam
mementhi setiap permintaan informanar;

£, Jumiah pembenan dan penolikan permintaan informasd;

d. Alasan prnolakan permintsan informasi

(2] Bedan Publik Dosrah dan Badan Publik Lainmym wajih membuat dan
menyediakan laporan layanan informast publik kepada Komis| Informasi
Kabupaten paling lambat 3 (tiga] bplan setelah tahun pelaksanaan
anggaran beralhir.

{3) Badan Publik wajib membuat peraturan mengenal standar prossdur
operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dan sivtem informesi
dan dokumentasi sesuni dengen peraturan perundang-undangan

{4] Pemturan mengenai standar prossdur operasionsl sebagaimana dimaksusd
pada wyat {1] diatur lobih lnnjut dalam Peraturen Bupati.

Bagian Kelima
Informess Publik vang wajib disedinkan oleh Unsur-unsur
Badan Publik Lainnya
Paragraf Kesatu
Informasi Publik vang wajib disediakan cleh
Badan Usaha Milik Dacrah dan /atau
Badan Upahn lainoya vang dimiliki oleh Pemeriniah Doerah
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Pasal 13

Informasl Publik yang wajib discdinkan cleh Badan Usahs Milik Daerah

dan/atsu Badan Usaha lainnya vang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam

peraturan Dasrab int adalah:

i Mama dan tempal kedudukan, maksud dan tujuan serin fenin kegintan
usaha jangka waktu pendivian dan permodalan sebagmimana tercantum
dalam anggaran dasar;

b. Nama lengkap pemegang saham, anggots direksi dan anggots dewan
komisaris perseroarn;

¢ Laporan tahunan laporan keusngsn, neracs laporan laba rug dan laporan
tanggung fawal sosial perusahaan yang telah disudis;

d. Hasil penilalan oleh auditor eksternal, lembags pemeringkat krecit dan
lembags pemeringlkut ldnnya;

£. Bistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris fdewan  pengawas
dan direlsi;

f. Meknanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;

£ Kasus hukum yang berdasarkan undang-undany terbukn sebagai informasi
publik;

h. Pedoman pelaksanaan tats loelols perusahaan vang baik berdesarksn

prinsipprinskp transparans, akuntabilitas, pertanggungawaban,

kemandirian dan kewajaran;

Pengumuman penerhitan efek yang bersifat utang

Penggnnitinn akuntan yang mengnudiz perusahaan;

Perubahan tahun fiskal perusahasn;

Eoguitan penugasan pemerintah dan/stau  kewagiban  pelayanan  wmuam

atay subsidi;

» Mekanisme pengadaan barang dan pasa;

n. Informasi lain yang ditentukan olsh Undang-Undang yang bekaitan dengan
Badan Usaha Milik Daerah

e o

17




Puragraf Kedua
Informasi Publik wajib disediakan aleh Partal Politik
Pasal |4

Informasl Publik wajib dissdiakan oleh Partai Poltik dalam Persturan Dacrah
il aclnlal
‘A, Asas dan tujuan;
b. Progmm wmum dan keglatan partai politik;
€, MNama, alamai dan susunan kepengurusan dan perubabannya,

d. Pengeloisan dan penggunaan dann yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanjn Degrah, sumbangan masyarakat dan/atau sumber
luar neger;

#. Meknnisme pengambilan keputusan organisas:;

f Heputusan-keputusan crganisasi,
g Informasi lain vang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangsmn,

Paragraf Ketign
Informasi Pubdik yang wajib disediskan aleh organisas non pemenniah
Pasal 15

Informas) Publik vang wajil dissdiskan oleh arganisae non pemstinial dalam

Peraturan Daerah mi

A Asas dan tujuan,

b. Program umum dan kegiatan;

. Muma, alamat dan susunan kepenguresin dan perubahannya;

d. Pengelolann dan penggunann dana vang bersumber dar Anggarsn
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masvarakat din/sumber luar
negerd,

e Meokanisme pengarnbdlan keputussn organbsasi;

f. Keputusan-kepuiusan organisas;

g Informesi lnin yang ditetapkan oleh peratursn perundang-undengan
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BAB ¥
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pusal 16

Badan Publik Daersh dan Badan Publik Lainnys wajib miemblion ukses hagl
setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatken wformasi  publik
kecuali ;

& Imformasi Publik vang apabila dibulm diberikan kepads Pernohon Informas

Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informas. yang

dapat -

1. menghambal prosges penyelidikan dan pervidikan suaty tindak pidaria;

2. ' mengungkapkan (dentitns informan pelapor, sanksi, dan /oty korban
yung mengetahui adanys Hndabk pddariag

4. mengungkapkan data  inielgen kriminal dan rencans-rencans Vang
berhubungen dengen pencegahan dan  pepanganan segals bentuk
kefahatin transnnsional;

4, membahayalkan keselamatan dan kehidupan penegak hubum dan/stag
keluargnnym,

5. membahayalan keamansn peralatan;, sarans dan/ atau pressrans
penegak hukum

Informasl Publilk yang apabéla dibuka dan diberikan kepads Pemohon

[nformasi Publis depat menpggangeu kepentingan perlindungan bak atas

kekayaan inielekiual dan perimdungin dar persatngan asahs Hdak sehat;

Informasi Publik yang apabila dibylm dan dibenkan kepads Pemohon

informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan kesmanan Negars

sesuni ketentuan perundang-undangan:

Informasd publik yang spabila dibuka dan diberikan kepada pemchon

imformasi publik dapat mengungkapkan kelavaan daerah;

Informasi publik yang apebila dibuks dan diberikan kepads pemohon

informasi publik dapat merugkan kelahanan ekonomi naskona! sessal

kmtentuan perundengundangan;

Informnsi publik yong spabila dibuke dan diberikan kepada pemohon

informani publik dapat merugian kepentingan hubungan luar negeri

sesual ketentyan perundang-undangan,
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g Informasi publik yang apabila dibuks dapat mengungkapkan isi akia

i

otentik vang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun  wasial
SESSOTANE,

. Informasi publik yang apabile dibuka dan diberikan kepada pemohon

informasi publik dapot mengungkap rahusia pribadi yaitu

1. Fiwayat dan kondis anggota keluarga,

2. Riwsyat, kondisi dan perawntan, pergobatan kesehatan fisik dan peikis
BESCOTRIE;

3. Kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening bank soscorang;

4, Hasil-hasil evaluasi schubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan
relkomendasl kemampuan ssseorang |

5. Catatan yang menyangkul pribadi sessorang yeng berkaitan dengan
kegintan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikaon nonformal,

. Memormandum atau sural-sura; ancar Baden Publik Daemb atau ingm

Badan Publik Daerah dan antor Baden Publik Lainnya atau Intre Badan
Publik Lainmya yang menarut sifatnye dimhaslakan kecuali atas putusan
Komisl Informasd atsu pengadilsn:

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang

Pasal 17

{1l Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan oadalab

informasl beriloit ;

&. Ketetapun, keputusan, peraturan, surat sdamn aeupun bentuk
kebijakan kain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun fmengkat
kedalam atsupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hulkum;

b. Rencana pengeiuaran tahunan laporen keterangan pertanggungiawaban
Bupat,

(2] Tidak termasuk informasi yang diliecusliian sebagmimana dimaksud dalam

Pasal 16 hurul g aniam lals apabila :

a. Pihak yvang rahasianva diungkap membarilian perastujonn tertulla dan |/
BIALL

b, Pengungkapan berlaitun dengan posisi seseorang dalam iabatan-jabatan
pulbdik,
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i3] Dalam hal kepentingan pemerikssan perkar pidana di pengeedilan, kepalks
Kepolisian Resor Sumbswa Baral, Kejalswann Negen Sumbawa Hesar
dan/atau Pimpinan Lembagn Megars Penegak Hukum lainnya yang diberi
kewenangin olsh  Peraturan  Perundoog-undsngan  dapat  membuka
informasi yang dikecualilan sebagaimani dimaksud dalam pasal 16 hural
m sampal dengan horuf §, hurul | dan hurl §

{#} Pembuknsan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayst
[3) dilakuksn dengan cara mengajulmn permintaan lzin kepada pejabat
ving berwenang sesuni ketentuan Perundang-undangan vang berlaku.

[#) Permintaan izn scbagaimana dimaksud pada ayat (3} dan ayat [4) untuk
kepentingan pemeriksaan perkara perdatn  yang berkaitan dengan
kevangan atau kekayman Negara/Daerah di pengadilan, permintaan izin
digjukan obch Pejabst yang  berwenang sesual dengnn  ketentuan
perundang- undsngan yang berlak

(6] lein tertulis sebagaimana dimalksud pada ayar (3) avar [4) dan ayvat (5]
pemberiannye  dintur  lehih  lmoput dalam Peraturan Bupati  sesumi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(7 Dengan  mempertimbangkan  ketahanan dan  keamanan  daerah  dan
kepentingan umum, Bupatl dapat menclak perminisan nformast yang
dikecualikan sebagnimana dimaksud pada ayat [3)ayat (4) dan syt |5

BAR V]
PEJABAT PENGELDLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS]
Baginn Kesatu
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Dasrah
Pasal 18
(1] Pemerintahan  Daerah  dalam  mengelola  pelayvanan  informasi  dan
dokumentasi di daerah menetapkan Pejabar PPID.
(4] PPID sebagaimnng dimaksud pads ayat (1) meleknr pads pepabat struktural
yang membsdang tugas dan fungm pelayanan informam
{3 PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupatt.
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Pasal 19
(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertanggungawab kepadm
Bupati mebilul Sekretaris Dasrah,
(2} PPID sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPID Pembanty
yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau
Fejabar Fungsicnal.

Baglan Kedua
Pejabat Pengelola Informasd dan Dokumentasl pads Badan Publik Lainiya
Pasal 20

[1) Badan Publik Lainoya dalam mengslols pelayvanan  nformast dan
doliumentasi di dasrah menetaplan Pejabat PP

(2} PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1} melekat pada pefabat struktural
vinng membldang tugess dan fungs pelavensn informmesl

[3) PAD ditetapkan oleh maging-masing pimpinan Badan Publik Lamnya
senunl dengan ketentunn yang berlaku pada masing-masing Badan Publik
lainnya terkait.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan Wewenang PPID pada Badan Publik Dacrah
Pasal 21
PPID pada Badan Publik Dasrsh beranggungiawab i bidang laysnan

Informasl Publik yang melputi proses penyimpanan,  pendokumentasinn,
penyvediann dun pelayvenen Informasd Publik,

Pasal 33

{1} PPID pada Badan Publik Daerah bertanggungiawab menghkoordinasiksn
penyimpanan dan pendokumentasinn seluruh Informast Publik yang berads
di Badan Publik Dwerah.

(4] Dalam rangka mnggungawab sehapaimana dimaksud pada gvat (1], PRD
pada Badan Publik Dasrah berfugas mengkoondinasikan pengumpulan



seluruh Informasi Publik secara fisik dar setiap unit/satusn kerpa yang
melipit:

a. Informasl vang wajib dissdinkan dan diumumkan secara berkala;

b informasl yang wajib tersedia setmp st

€. informasi terbuka lsinnya yang diminta Pemoheon [nformast Publik.

(3] Dalam rangka tanggungiawab sebagaimune dimaksud pada syat (1), PPID
pads Badan Public Daerah bertugas mengkoordinasikan pendataan
Informasi Publik vang dikussal aleh setiap unll/sstusn kerjs di Badan
Pubiik Daerah dalam rengks pembuatan dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik setelsh dimutakhirkan oleh pimpinan masing-mastng
unitf satusn kerjs selurang-Rursngrnye 1 (satu) kall daism sebolan

4} Penyimpanan [nformasi Publik sebagaimana dimaksud pads ayat (1] dan
ayai 13 dilaksanskan sesual dengan peratursn  perundang-undangan
dibldang kearsipan

Pasal 23

{1] PPID pada Badan Publik Dacrah berfanggungiawab mengkoordinssikan
penyedizan dan pelayvanan seluruh Informas Publik df bewah penguasaan
Badun Publik Duerah yung dapat diakses oleh pubhik,

{2 Dalam mngks tenggungaweb sebagnimana dimaksud pada arar (1), PRID
pade Badan Publik Desrah bertugns mengkoordinasikan penvedican dan
pelayanan informasd Publik melalul pengumuman dan /atau permohonan,

{3 Dalnm hal kewajiban mengumumken Informasi Publik, PPID padas Badan
Publik Dasrah bertugas untuk mengkoordinasikan:

a pengumuman Informasi Publik melalul media yang secara ofekiill dapat
menjangiau seluruh pemangku kepentingan; dan
b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa [ndonesia vang baik dan

benar, mudeh dipaham| serta mempertimbangkan penggunann bahasa
vang digunakmn oleh pendudul setsmpat.
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[4) Palam hal adanya permohonan nfocrmani Pabdile, #PID pada Badan Publik

[aernh bertugas:

a, mengkoordinasiian pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oieh
publik dengan petugas informasi di berbagal unit pelayanan informas
untuk memenuhi permohonan Informasi Publilk:

b. melakulan pengujian tentang konsckuensi yang timbul sebagaimana
dimtur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informaesi Publik
sebelum menyvaiskan Informasi Pablik 1erteniu dikecuwalikan;

¢, menyertakan siasan tertulis pengecuaban Informasi Publik secarn jelas
dan tegas, dalam hal permohonan informaesi Publik ditolalk:

d, menghitamlian atau mengaburkan Informasi Publik vang dikecualilon
tescrtn alasinnya; dan

e mengembangkan kapasitas pefabat  [ungsional danfetal  petugas
informissl dalam rengka peningioitan kuntitas layanan Informanl Publik.

(%) Dralam hal terdapal kebernian atas penyedissn dan pelayanan Informasi

Publik, PPID pads Badan Publih Daerah bertugaa mengkoordinesikan dan

memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prossdur

peryelessuan keberatan apabila perraohonan informand PubBk ditalak

Pasal 34

Builum melakaanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID pada Badan Publik

Omerah berwenang:

o, mengkoordinanikan setiap  unit/satusn kera di Badan  Publlk  dadam
melnkaanakan peliyanan Informasl Publik;

b, memutuskan susty Informasi Publik dapat diakses publik e tidak
berdasarkan pengujlan entang konsskuensl sebagaimarna diatur dalam
Pasal 27 dan Pasal 26 ayat (2 |

. menolak permohonan Inforrmesd Puldik secara terpulis apabila Informas
Publik yang dimohon termasuk informes yang dikscualikenrahasina
dengnn disertinl alasan serin pemberitnhiusn tentang hak dan tatn carn bag
pemohon untik mengajulkan keberatan atas penolakan terssbat; dan
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&

d. menugaskan pejabat fungsional dan/etau petugss informasi di bawah
wrwenang dan koordinasinys  untik membuat, memetibarn, dan /et
memutakhirkan  Daftar  Informasi  Publik  secara  berkals selurang-
kurangnya 1 (satu) keli datam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki
pejabat fungsional dan /ey petugas miormas;

Bagan Kesmpat
Tanggung Jawab dan Wewenang PMD pada Badan Publik Lainnys

_ Piszal 25

(1) PPID pada Badan Publik Lainnya bertanggungawab di bidang layanan
Informasi Publik vang melput] proses pnqﬂmpim_ mﬂﬂumum.
penyedinan dan pelayanan \nformasi Publik,

A FAD pada Badan Mublik Lainnya bertugas melabukan penyimpanan,
pendokumentasinn, penvediann dan polavanan [nformasl Publih nformasi
Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangasn.

(3 Dalarmn melaksanalksn tuges dan tanggung jawabnya, PPID pada Badan
Publik Lainnys berwenang:

A, mengkoordinasikan  setiap unit/satunn bkera & dalam organisasinye
diilam melaksanakan pelayanan Informasi Publil;

b, memutusian suaty Informaesi Publik dapat dinkses publik atey tdak
berdasarkan pengujian tentang konsekuensi ssbagaimana diatur dalam
Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2);

. menclak permohonan Informas] Publik secara tertulis apabils Informasi
Publik vang dimohon termanuk mformasi yang dikecuslikan/rahasio
dengan disertal alasan serts pemberitabuan tentang hak dan tata cara
bagl pemiohon untuk mengajukan keberatan ains penolikan tersebut,

Pasal 26
Tata kerja PPID pada Badan Publik Deerah dan pada Badan Poblik Lainnya
dimtur lebih Innjut dalem Persiuran Bupail.

Bagan Kelima
Pengujian tentang Konsekoenm okeh PRD pada
Badan Publik Deerab dan Badan Publik Lainove

25




Paaal 27
PPID pade Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnva wajib melakuican
pengujlan tentang konsekusnal sebagaimans dimaksud dalam Pasal 16
dengan saksama dan penuh ketelitimn sebelum menyatakan Informesd Publik
fertentu dikecualikan untul dinkses oleh setiap orang,

Prsal 24

(1] Pengecualinn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf & sampai
dengan huruf [ Hdak bersifat permanen.

[2] Pengecualian  Informasi  Publik  didasarksn pada pengajian  tentang
konselcuensi yang tmbul apabils suaty informasi diberikan serts setslah
dipertimbangkan dengan sckaama bahwa menutup Informasi Publik dapat
melindungl kepentingan vang lebih besar daripada membukanye ateu
aehaliknyn

(3] Ketentizan lebih lanjut mengenai pengecualinn informasi den jangho smktu
pengecualinnnya dintur dengan Peramaran Bupati

BaABR V1
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
Pasal 0

[1] Betiap Pemohon [nformasi Publik dapat mengajubkan permintsan anouk
memperalel Informasi Publik kepada Pejabat Publik secarn tertubls atau
tidak teriulis.

[2] Pejakmat Publik wajib mencatat noma dan alamat Pemohon Informas) Publil,
aubjel dan format (nformasl secta cera penyampaian informasi vang
diminta oleh Pemohon Informasi Publik.

[3] Pejabat Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaen fnformeas)
Publik yang disjulian secars tidal tertulis

{4 Pejabat Publik wajib memberikan tanda bukt penerimaan permintaan
Informasi Publik sebagatmana dimaksud padie syt (1) dan ayat (3 berups
nomor pendaftaran pada saal perountann diterima.

{5 Dalem: hal permintasn disampailan secara langsung atsu melaiul surat
elektronik, nomor pendaftamn diberikan sant penerkmann permintaan.
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(6] Dalam hal permintasan disampaiian melalul sorat, pem@riman  nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiciman informoasi
(7] Paling lumbai 10 [sepulub] hard lkerja sefak diterimanya permintoan,
Pejabat Publik yang bersangkutan wajibh menyampaikan pemberitahuan
tertulia vang berisilan ;
a, informasi yang diminta berada di bawah penguassannys ataupun tidak;
b. Pejabat Publik wajib memberinhukan informasl yang diminta apabils
informasi vang dimints tdak berada di bawah pengusssannya;
€. penerimann &tad  penolakuen  permintaan  informasi disertal  dengan
alagan sebaguimana diatur dalam Peraturan Daermh ini;
d. dalam hal permintaan diterima selurchnya atod sebagan diceniumban
mater informas yang akan diberikan;
¢ dalam hal susam dolkumen mengandung mater yang dikeounlilkan, malks
informasi yang dikecualilkan tersebut dapat dihitamicn dengan diserad
alsmir dan materinya;
[ alat penvampai dan format informasi yang alan diberikan; den /ot
E biaya serta cara pembayaran untuk memporoleh informasl veng diminta.
(B] Pejabat  Publik  bersanghkutan  dapat memperpanjang  waktu  wntub
menginimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada avat (7). paling
lambat 7 [tujub) hari kerja berikutnya dengan memberikan slssan secarn
tertulis.
[9] Ketentuan lebih lanjut mengenai s cara permintasn informasi kepada
Badan Publik dan Badun Publik Lainnya disfur melalui Peraturan Bupati.

BAB VI
KOMIS[ INFORMAS]
Begian Kesatu
Fungsi
Pamal 30
(1} Komisi Informasi adalah lembaga mandin yang berfungsi menjalankan
Peraturan Daerah ini dan peraturan pelabsansanmve menstapkan petunjulk
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teknia standar |ayanan [nformasi Publik dan menyelesaikan Sengketa
informasl Publik melalii Mediasi dan/atau Ajudikasl nonbitigasi

(2} Komisi Informani Kabupaten adalah Komisi Informasi Kabupaten Sumbswa
Barat yang dapst dibentuk apabils berdasarkan pertimbiangan kemampuan
Pemerintah Doersh dimiingkinkan untuk pembentukannva.

Bagian Kedus
Kedudukan
Pamn] 31

Komisi Informasi Habupaten berkedudukan o fbukom  Kabupaten
Sumbawa Barar.

Bagian Ketiga
Susunan

Pasal 32

(1) Anggots Komisi Informasi Eabupaten begumlah 5 (limal drang smng
mencerminkan unsud pemerntah dan unsar masyarakat.

(2} Komigi [nformasi Kabupaten dipimpin oleh seorang ketusn mesngkap
anggoba dan didempingi oleh seorang wakil betus mergngkap anggota.

(3} Ketun dan wakil ketua dipilih dan dan oleh para engeetn Komisi Informssd
Kabupaten.

{#) Pemilihan sebagrimana  dimaksud  pads ayat (3] dilakuksn  dengan
musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi Kabupaten dan apabila
tidak tercapai kénepakatan dilakulan pemungutan suars

Bagiun Keempat
Tugas
Frsal 33
(1] Komisi Informasi Kubupaten beriugas:
. menerima, memeriknd, dan  memutus  permohonan  penyelssaian
Sengketa  Informasi  Publik  medalul Medias: denfameu Ajudikasi
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nonlitigesl  vang dinjukan  aleh setap Persochon  Informast  Publik
berdasarkan alasan scbagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
ini;

b. menstapkan kebijakan umim pelavanan Informasi Publil dan

€, menetupkan petunjuk pelaksanaen dan petunjuk tekns

(2] Komisi Informasi Kabupaten bertugas menerima, memeriksa, dan memutus
Bengheta Informasi Publik di deerah melalui Medios don /ety Ajueel ks
GETALITRTE YN

Bagian Kelima
Wewenang
Fasal 34

(1] Balam  menjulanksn  tugasnye, Komisi Informasi Kabupaten memailikd
WEWETLAF
. memanggll danfstay memperiemukan para pihak vang bersenghetn;

b, meminis catmten atau bahon yang relevan yang dimilikd oleh Badan

Pubhk dan Badan Publik munmys terkast untuk mengambil keputusan
dalam upayas menyelesailan Sengheta Informasd Publik;

c. meminta keterangan atau menghadirkan pefabat Badan Publik ataupun
Badan Publile lainnya terkait sebagni sakni dalam penyelesaian Sengkets
Informasl Publil;

d. mengambil sumpah setiap saksl rang didengar lieterangannyva dalam
Ajudikasi nonlitigas) penvelssadan Benghets |nformas) Publik: den

e, membuat lode etik yang divmumbmn kepads  publik  sshingyes
masyarakul dapat mentlal kinefa Kemisd Informast Kabupaten.

[#] Kewenangan Komisi Informesi  Kabupaten —meliput | kewenangan
penyelesainn sengheta yang menvangkut Badan Publik dan Badan Pubbk
lainnya.




Bagtan Keenam
Pertunggunglawaban
Pasal 35
i1) homiad  Informasi  Kabupaten beranggung jawab kepada Bupsn dan
menyampaikan laporan  tentang pelaksanaan  fungsl. tugas, dan
wewenangnya kepads Dewan Peraakilsn Bakyat Daerab

(2} Laporan lenghap Homds) Inforrmasi sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
Ieraifal terbuka untuk wmum

Bagan Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komial Informas) Katwpaten
Paragral Kesatu
Bekretarint Kormisl Informani Kabupaten
Pasal 36

(1) Untuk  mendukung kegintan  komisi  informasl  Kabupaten  dibentuk
sekretarint komisd informasi Kabopaten,

(3 Struktur dan jumlah personil kepegawaian Sekretarat Koms Informes
Kabupaten selsgmimann pada ayat (1] dintur l=bih lenjut dengan Permturan
Hupabi

{3 Sekretaris Komist Informissi Kebupaten disstarakan dengan Eselon |1

(4] Persomil sobagaimana dimabsud pads ayst (2] adolabh pegawal yang
melaksanakan tugas dan wewenang dl hidang komunikesl dan informos di
dierak,

Paragraf Kedua
Penata Kelolaan Komisi informasi Kabupaten
Pasal 37
i1} Untuk melaksanakan penatm  kelolBan Komisi  Informast  Kabupaien
diberikan dukungan - administratilf, lkeeaangan veng dilaksanalmn aleh
sekretarial Komisd




(2] Anggaran  Komisi  Informasi  Kabupaten dibebankan pada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah dan dans lsinnya vang sah sesuai demgan
ketentuan yang beriaku,

|3} Beanrnys anggaran Komisi informasi Kabupaten vang berasal dar APED
disdsun berdasarkan rencana anggaran bisya operasional yang wajar dan
patut. digjukan setiap tahun anggaran oleh Komisi informasi Kabupaten
kepada Bupati

Bagan Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 38
i1} Syarat-syarat pengangkatan snggots Komisi Informasi Kabupaten

n. wargs dacrah;

b memilil invegritas dan tdak teroela;

c. tidak permah dipidans Karens melakukan tindak pidapa yeng dimncam
dengan pidana 5 (lims| taliun ataw ebik;

d. memilikd pengetabiian dan pemaheman di bidang keterbukean Informasi
Publik IEIF.'I hﬂ.llln.ﬂ.l.rl. hak neani manusia dan h:h'u'k.p.n pu.b.ﬁlc;

g, memililkl pengalaman dalem aktivitos Badan Poblik dan Badan Publik
Lainmya;

[ berssdin melepaskan keanggotaan dan fabatannyve dalam Badan Pubbik
dan Badan Publik Lainnva apabilta dinnghat menjadi anggoin Kombsi
Informast Kabupaten;

£ bersedia beberja penubh wakiu,;

h. berusls paling rendab 30 (uge pulub) tabun; dan

L sehar jiws dsn rags.

{2} Rekrutmen calon anggots Komim [nformasi Kabupaten dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah secara terbuka, jujir, dis objekril

{3 Daftar calon anggota Komisi Informasi Keabupaten wajib  diumumksin
kepada masyarmkat,
{3} Betlap Orang berhak mengajulan pendapat dan penilaian terhadap cabon

nnggota Komisi Informesi Kabupaten sebagaimana dimeksud pada ayat (3]

dengan disertal alasan.
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Pasal 19

(1] Calen anggota Komisi Informasi Kabupaten hasil rekrutmen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 aval (2] dinjukan kepads Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah okeh Bupati sejumlah 15 [lima belas) orang calon

(2] OFRD memilih anggota Komisi [nformasi Kabupaten melalui ujl kepatutan
can kelayakan.

{3 Anggots. Komisl Informast Kabupaten yang telah dipilih oleh DPRED
selanjuimyn ditetaplan oleh Bupar,

Pasal 40

Anggota Komisi Informasi Kabupaten disnghar untuk masa jobatan 4 jempat)
tahuti dan dupet disngkat kembali untuk satu periode berfloutnya

Pasal 41
{1} Pemberheniian  anggoin  Homini  Informosi  Kabupaten  dilakukan
berdasarkan kaputusan Komisl Informani Kabupaten dan divsullon kepads
Bupati.
{2} Angpota Komisd Informas) Kabupaten berhenti atau diverhentihban karena:
a. meninggal dunia;
b, telah habis masa jabhatannya;
€. mengundurian diri
d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatin ik
tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjsrma;
£ salat jwa dan ragn dan/atay sebab lain yeng mengakibathan yang
bersanghkutan tidak dapat menjalanian tugas 1 (satu) whun berturat-
Lirut mtau
T. melakukan tindakan tercela dan/aiau melangger kode ek, vang
putusannya ditetaplan oleh Komisi Informasi Ksbupaten.
(3} Pemberhentan sebagaimans dimaksud pada ayat (1) ditetephkan melalul
Reputusan Bupat
(4) Pergantian antar wakiu anggota Komisi Informasi dilakuekan oleh Bupat
potelah berkbonsultas dengan pimpinan DPFRD.
k. I




{5} Anggota Komisi Informasi Kabupaten pengganti untar waktu dambil dari
urutan berkutnys berdasarkan hasil ufi kelayakan dan kepatutan vang

telah dilaksanakasn sebagai dassr pengangkatan snggote Komiss [nformasi
Kabupaten pada periade dirmalosucd

BAH IX
HEBERATAN DAN PENYELESAIAN BSENGEKETA
MELALUI KOMISTH INFORMASI KABUPATEN
Baglan Kesatu
Pengajuan Keberatan
Fmsal 42

. {1} Pemohon Informasi Publile berhak mengsjukan keberatan bak teroulis
maupun tidak tertulis dalam hal ditemukannya alasan sebagai berilour;

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagatmana dimaksud
dalam Pasal 6i;

b, tidak disedialmnnya informasi berkela sebagaimana dimaksud dalam
Pasal O
¢. tidak ditnnggapinys permohonan Informasi Pubill;

L] d, permohonan Informasi Publik  ditanggapi vdak sebagaimana yang
dirmirits,

g. thlak dipenuhinys permohonan Informasd Publik:
L pengenaan biaye yang Hdak wajar; dan/ et
E penyampaian Informasi Publik vang melebibi wakiu yang distur dalam
FPeraturan ini
. (2} Pengnjuan  keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujubkan

kepada atasan PPD melaiul PPID terloatt

(3} FPID terinit memberikan nomor register pada  setinp  permobonan
pengajuan  keberatan vang diajukan  kepadanva dalam buku  regster
keberatnn,

4] Petigajunn  keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diliussalkan kepads pihak ladn yang cakap di hadapan hukum.
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Presal 43
|1} Badan Publik Dwerah dan Badan Publik Lammnya wajib mengumumbkan tata
cara pengelolaan keberatan disertai dengan nams, alamat, dan nomor
kemtak PPID,
(2] Badan Publik Daemah dan Badan Publik Lainnva dapat menggunakan
sarana komunikasi yang efeltil dalam menerima keberatan sesuai dengan
kemampuan sumber days vang dimibkirya,

Fasaal 44
Tata cara pengajusn keberatan diatur lebih lanjut dengan Pemturan Bupat

Bagian Kedun
Tanggapan Atas Keberatan
Pasal 45
(1) Atasarn PPID pada Badan Publik Daerah atay pimpinan Badan Publilk

Lainnys wajib memberikan tanggapen dalam bentuk keputusan tertulis

yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengejukan

keberntan atau pihek yvang menerims kussa selambal-lambatoevs 30 |tga
puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku
register keberatan,

(2] Eeputusan  tertulis ssbagaimans dimaksud pada syat (1) selosrang-
kurpngnyn memunt

a. Tunggal pembuatan smret Bnggapan aias keberstan;

b Momor surat tanggapan atas keberatan,

€. Tanggapanjawaban tertulis atasan PPID terkait atas heberatan yang
disjuban;

d. Perintwh amsan PPID kepada PRAD terkmit untuk memberikan sebagian
gty - Beluruh Informasi Publik vang diminta dialam hal keberatan
diterima; dan

¢. Jangka waktu pelaksansan penntah  sebagumans dimaksud  pada
hurul d.

{3 PPID pade Badan Publik Deerah dun PPID pads Baden Publik Lainnya
wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pads ayat

(1) pada saat ditetapkannya kepubussn termalie tersebit,
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Pasal 46

(1) Pemohon Informasi Publk yang mengajukan keberatan atau pihak yang
menerimn Kuasa yang tidak puss dengan keputusan stasan PPIO atau
mmpinan  Badan Publik Lainnyas  berhak  mengajukan permohaman
penyelesalan  sengketa  Informasl  Publik wepada Komisdi Informas
Kabupaten wselambat-lsmbatnys 14 (empat  belas] hasi kerja  ssjak
diterimanya kepurussn atasan PPID akEu pimpinan Badan Publik Lainnva.

(2) Tata cara penyelesalan senghria oleh Komisi Informasi Kabupaten diatur
bebdh lamjut  delam  peraturan Komisl Informasd knbupaten mengenai
penyelesaian sengkots informasi.

Bagian Kedun
Penyelesaian Senghetn Melalui Komisi Informasi Kabupaten
Pasa] 47

(1) Upaya. penyelesaian Bengketa [nformas| Publik digjuksn kepada Komis
Informas Kabupaien sesual dengan kewenangannya apabils tanggapan
mtasan Pejabst atau pimpinan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dainm
proses keberatan tidnk memuasksn Pemohon Informast Publile

{dj Upaya penyolesaian Senghketa Informasi Publk disjuken dalam waltu
puling lasmbat 14 lempat belas) han kerja aetelah diterimanya tanggapan
fertulis darl atnsan atau pimpinan pejabat scbagrimans dimpksud dalam
Pasal 45 ot | 1),

Fasal 48
(1} Komisi Informasi Kabupsten harus mulai mengupavakan penyelesaian
Sengleta Informast Publik melalui Medinsi dan/amu Ajudilasi nonlitigasl
paling lambat 14 [empat belas] hari kenja setelah menerima permohonan
penyelesaion Sengheta Informas Fubiik.
(2] Proses penvelesaian sengheta sebagaimana dimaknod pada ayar (1) palng
Iambat dapat disebesaikan dalam wakiu 100 (seratus) hari kerja

Paszl 4%
Putisan Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dan kesepakatan melaiui
Medinsd bersifat final dan mengikoat.
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BAB X
HUKUM ACARA KOMIS)
Hagian Kesatu
Mediasi
Pasat 50

(1) Penyelesaian sengheta melaiul Mediani merupakan pilihan para pihak dan
beraifat aulknreln,

{2] Penyelenaian sengkets melalui Mediasi hanya dapar dilakubkan terhadap
pokok perkars vang terdapat dalem Pasal 42 avat (1) huruf b R
dengan hurul g

{3 Kesepabmtan pars pibak dalam proses Medinsi dituangkan dalam bentuk
putusan Mediasi Komind Informas| Kabupaten

Pasal 51
Dalam proses Medinsi anggota Komisl leformssi Kabupaten berperan sebagal
medintar.

Baginn Kedun

Ajuetiloni

Pasal 53
Penyelesaian Sengketn Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigesl oleh
Komisi Informasi Kebupaten hanye dapat ditempuh apahila opaya Mediesi
dinyatakan tidak berhasil secara terulin aleh salnh satu ateu pars pihak vang
bersenghketa, atau salah satl atau pars pthak vang bersenghetn menari dir
dari perundingan.

Pasal 53
{1] Sedang Komisi Informaal Kabupaten yang memeriksa dan memytus perkarn
paling sedikit 3 (tgal orang ergeotn komisl atii lebth dan harus begumlah
grasal
[ Bidang Komisi Informasl Kabupats=n bersifat terbuka untuk umum
(2] Balam hal pemenksaan yang berkaitan dengan doliumen-dokumen vang
termasuk dalam pengecualisn sebageimana dimaksud dalam Pasal 16,

maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup.
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(%) Anggota Komisi Informasi Kabupsten wajfib menjnga rahasis dokumen
sebagaimana dimaksud padn avat (3).

Bagian Ketiga
Pemerikeain
Famal 54

[} Dalam  hal Komisd Informasi  Kabupaten menenma  permohonan
penyelesalan Senghketn Informasl Publik, Komisi Informam  kabupaten
memberilan salinan permobonan tersebut kepada pehak termohon.

[2} Pihak termobon sebagaimana dimaksud pada ayat (1] sdalah pimpinan
Badan Publik Daetah dan Badan Publik Lainnya atau pejabat terkalt yang
ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemenksaan

(3} Dalam hal pihak termohon sebageimans dimaksod peda ayval (3], Komisi
Infrmesl  Kabupaten dapat meEmutus dntuk mendsagar keterangan
tersebut secars lEsan atsupun teriulis

¥} Pemohon Informasd Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada
wakilnyn vang secara khisus diloinsakan wntuil it

Bagian Keempat
Pembulitinn
Pasal 55

{1} Badan Publik Daemh dan Badan Publk Lalnnya harus membukiikan hal-
hal yang mendukung pendapatnys apaldls menyatiken tdak doepat
memberikan nformasl dengan alanan ssbagnimana dimaksod dalam Pasal
16 dan Pasal 43 ayat (1) hurufa

{2} Badan  Publik Dacrah dan Badan Publik Lainnya harus menysmpadion
alasan yang mendukung skapnya apabila Pemohon |[nformasi Publik
mengajikan  permohonan penyelesaian Sengketa  Informasi Publik
sehagrimana dintur dalem Pasal 42 ayat (1§ huruf b sampsl dengen
huruf g
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Hagian Kelima
Putusan Komisi Informasi Ksbupaten
Fmsal 56
1) Putuean Komisi Informani Kabupaten tentang pemberian atau penaolakan
akses terhadap selurdh atay sebaglan informast vang diminta berisikan
silah satu perintah di bawah ini

a membatalkan putusan atasan Badan Publik Deerah amau putusan
Badan Publik Lainnys dan memsutuskan whtuk memberikion sebaglan
atau seluruh informasl yang diminta oleh Pemohon Informasd Publik
sedinl dengan keputusan Komisi [nformasi;

b, mengukuhkan putisan atdsan  Pejabat  Pengelola Informast  dan
Dohumentasl pada Badan Publik Dee=rah dan atau putusan pimpinan
Pejabat Pengelols Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik
Lainmnya untulk tidik memberikan imnformasi yang dimints sehagian stay
seluruhnva sehagnimann dimaksud dalam Pasal 16

(2 Putusan Komisi Informasi  kabupaten  teniang pokok  keberatan
schagaiming dimaksud dalem Pasal 16 ayat (1] hurufl b sampai dengan
hurul g, berisikan salah satu perintah di bawah ni

. memerintahken Pejabhat Penpelols [nformasd dan Dolumentasi untuk
menjalanian kewajibannya sebagaimans ditentukan datam Pernturan
Daerah bni;

b memerintahkan Badan Publik Daemb dan Badan Publik Lainnya itk
memenuhi  kewajibannys dalam jonpgks wality pemberian  informasi
sobagaimana dintur dalam Peraturan Daerah ini; stau

¢, mengukubkan pertimbangan atasan  Badan  Publik Daemh  dan
pertimbangan pimpinan Badan Publik Lainnya atau memutuskan
mengenal bigys penelusuran danfatay penggundann informasi

{3 Putusan Komisl Informasi Habupaten diucapkan dalam skiang terbuka
untuk wmum, kecusli putusan vang menvangku! informasi  vang
dikecualikan.

4] Komisi Informasi Kebupaten wajib memberiikan salinon putusannya kepada
para pihak yang berssnglota




{5} Apmbila ada anggota komisi yang dalam memutus susty perkarm memiliki
penidapat yang berbeds darl putusan yang diambil, pendapat anggota
komisi tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi beglan tdak
terpisahken dan putusan tersebut.

BAB X1
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI
Bagian Kesaru
Gugatan ke Pengadilan
Paasl 57
(1] Pengajvean pugatan dilakukan melalul pengadilan tatn usahs negirs apabila
yang dipugat adalah Badan Publik Dasrah.
(3} Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang
digugat adalah Badan Publik Lamnya.

Pasal 58

(1} Pengajuan. gogatan sebagsimoane dimaksud doalam Pasal 57 avat (1) dan
aynt (2] hanya dapat ditempub spabila salab saty sty para pihek yang
bersengheis secarn tertulis menyatakan tidak menenma putusan Ajudikasi
dari Fomisi Informasl Kebupaten paling lambat 14 (empat belas) bard kerja
setelah diterimanyil putusin tersebui,

12| Sepanjany menyanghut informas yang dikecuslikan, sidsng 98 Komis
Informasi Kabupaten dan di pengadilan bermifag teriutup.

Pasal 59
L} Putusan pengadilan tals usahs negars atau pengadilan neger dalam
penyelesaian Sengketa Informam Publik tentang pemberinn awmu penolakan
akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminte berisi salah
satu perintah berkut:
& membatalkan putusan  Komisi  Informasi  Kebupsten dan/atay
memerintahkan Badan Publlk Dasmb ateu Badan Publil Lainnys



1, memberikan sebagian ateu seluruly nformasl vang dimobonkan oleh
Pemohion Inlormasi Publik] stau

2 menolak memberikan sebagian atau selurub informasl yang diminta
oleh Pemohon lnformasl Publik.

b, menguatkan putussn Komisi informasi dan /ateu memerintahkan Badan
Publik Duserab atay Badan Publik Lainnya :

1. memberikan sebagian wtau seluruh informasi yang diminta oleh
Pemohon Informas: Publie aiau
2. menolnk memberikan sebagian atau seluruls informasl vang diminia
oleh Pemohon [nformasl Publik
(2} Putusan pengadilan tata ussha negara atou pengadilan negeri dalam
penyeicasian  Senghkets  Informass  Publik  tentang pokok  keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat |1) huru! b sampai dengan
hurufl g berisl salah satu perinteh berflost:

0. memenntihkan Pefabat Pengeloln Informasi dan Dokumenas: atau
pimpinan Badan Publik Lainnyn yang berwenang untuk mergalankan
kevwajibannya sebagaimuny ditentukan dalam Peraturan Daerah inl
dan/atan memenntahian untuk memenuhi janpks eskiu pemberan
informnsi scbagaimana diatur dalam Peraturan Deerah ini;

b, menolik permobonan Pemohon Informast Publik; atau

¢. memutunkan biaya penggandaan informas

d. Pengadilan tats ussha ncgara atau  pengadilan neger memberikan
salinan putusannya kepada para pibak yang bersengheta.

Begian Kedua
Kasasi

Pasal 60
Pihak vang tidak menerima putusan pengadilan tete usaha negara atau
pengadilan negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling
lambai datam wakiu 14 (empat belas) har ssjak diterimanya putusan
pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri.
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BAB XTI
KETENTUAN PIDANA
Famal &1
Setlap orang yang dengan sengija menggunakan nformasi Publik seciara
melawan hulkum dipidans dengan psdana penjirs paling lama 6 |enam) bulsn
chiin fatau pidana denda paling banyak RpS. 000.000,00 (fma juta repiah).

Pasal &2

Pepabar Badan Publik Dasrah dan Bedan Publik Lamnya yang berwenang vang
dengan sengaja Gdak menyedinksn, tidak memberikan, dandatsu tdak
menerbitkan  Informasi Publik berups [nformas: Publik secara  berkala,
Informasi Publik vang wajib diumumban secars serta-merta, Informasi Publik
yang wojib torsedia setisp sast, dan/atau [nformani Publik yang harus
diberilan aias dasar permintaan sesunl dengan Peratursn Deerah inl, dan
mengakibutian kéruglan bagi orang lain dikenakan pidans kurengan paling
lama & fernam| bulan dan/stay pidana dends paling banyak Rp.5 000.000,00
{lima jutn rupaah).

Punal 63

Seting ormng yang dengan sengajin dan melswan hukum menghancurkan,
merusak, danfamu menghllangkan dokumen [nformasi Publik dalam bentuk
media apa pun vang dilindung negsra danfatau yang berkaltan desgan
kepentingan umum dipidana dengan pidans penjara paling lama 6 fenam)
bulan dan/atau pidana dendn paling banyvak Bpl0.000 000,00 {sepuluh juta
rupmakh),

Pasal G4

(V] Setaap orang vang dengen sengafa dan tanpa hak mengakses danfmatau
memperoleh danfatau  membenkan  informasi  vang  dikecualikan
sebagnimana dimtur dalam Pesal 16 burad 8. huraf b, hural d, hoea! §
huruf g buref b, bt § dan burof | dipsdans dengan pidans penjara
pallng lasna & {enam) mhun dan pidena denda paling banyek
Rp10,000.000,00 {sepuluh juta rupiah).

41



[2] Setinp orang vang dengan sengaja dan tanpa hal mengakses danfatau
memperodel  dan/athy membertan  informasl vang  dikecualikan
sebagoimann dintur dalam Pasal 16 humal ¢ dan humaf e, dippdana dengan
pidans penpars paling lama G (enam) bulan dan pidans dends paling
banvak Epﬂﬂ.m.mﬂ,m [dua F'l.:l.l.l.“:l juta rupiah).

Pasal 65
Setlap orang vang dengan esngaja membunl informas: Publik yang edak benar
atau menyesatkan dan mengakibatken kerugian bag omng lain dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam| bulan dan/atau denda paling
batyak Rp5.000.000,00 (Hms juta rupiah)

Pr=al 66
Setiap pelanggaran yang dikenal sanks! pidana dalam Peraturan Daerah
dan jugs diancam deéngan sinksi pidans dalam Undang-Undang lan vang
berwifat khusus, vang berlaku adalah sanksi pidans dar Undeng-Undang vang
lebily khusus terssbut,

BAB X1l
FENTIDIKAN

Pusal 67

(1} Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Peméerintahan Daerah
diberi wewenang khusus sebagal penyvidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana sehagnimana dimakssd dalam Kitab Undang-undang Hulosm

Acarn Piduria viarg berlalo

(2} Wewenang Peryvidikan sebagaimana dimaksod pada ayat 1) Pasal ind
adalkah:

8. Menerima, mencari mengumpulkan dan mencliti keterangan stau
lnporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan
ataw laporan tersebut menjaci lebih lenglap dan jelas,

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atmy badan tentang kebenaran perbustan vang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana terscbur,

£, Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut

d. Menerima bukt-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidans tersebut,
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e Melnkukan penggeledaban  untuk  mendspatkan  bahan  bukti
pembukian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serm melakukan
penyitaan térhadep bahan bukt] tersebut.

{. Meminta bantusn  ifenage ahli dealam rangks  pelaksanaan tugas
penyvidilan tindak pidana di bidang Pelanggaran.

i Menyurul  berhentomelirang  sesecmng  meninggallkan  ruang  atas
temnpal pads ssatl pemeriksaan sedang berlpngsung dan  osemerilon
identims orang dan/stau dokumen yang dibaws sebagaimana pads
hurufe.

b, Mematrel sessorang yang beckaltan dengan timdak pidana tersebut,

i, Memanpgm| orang uniuk didengar keterangannya dan diperiksa sebhagai
teraangka atau rakosi,

1. Menghentilan penyidikan,

k. Melakukan tindakan lain ymng perin untuk kelancaran penyidikan
tndak pidana menurut hulum vang dapar diperianggung jewabkan,

(3 Penyidikan sebagsimans  dimaksud pads avet (1] membenmebhuben

dimulsinys penyidikan dan menyampailan hasil penvidiknnnya kepadn
Penuntut Umiom metalul penyvidile pejabat polisi Negara Repuhlik Indoneaia
sealul dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pldara vang berlaku.

HBAR XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasil 68

Selama Komisl Informazi Kabupaten sebagaimans dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2] belum dibentulk, maks

b.

Komisi Informasi yang dimaksudkan dalam Peraturan Deerah inl adalah
Kaomisi Informasi Provins Nusa Tenggars Barat.

Semun hal térkait dengen urussn penyediaan laporan lavanan informesi
publik kepada Komisi Informas: Kabupaten sebagaimana dimaksud delam
Pazal 12 ayat (3], pengajosn permohonan penyvelesainn sengketa Informsi
Publik kepada Komisl Informas| Kabupaten sshagntmana dimalesud daliam
Pasal 43, dan Penyelessian Senghetn Melalul Komisd informas Kabupaten
sobagrimana diator dalam Peasl 47, Pasal 48, Passl 49, den hukum acars
komisi informesi sebagaimans diatur dalam Pasa! 50 sampel dengan Pasal
56 tunduk kepada betentusn Penyvelesaian Sengketn Melalul  Homisd
Informas Provips! Nusa Tenggara Barat besorta hiskum acarsnya,



BAB XV
RETENTUAN PENUTLIP
Pasal 6%

Peraturan Daerah ini mulal berfaly pads tanggal diundangkan.

Agar setinp orang mengetahuinyn memerintahkan pengundangen Peraturan
Daerah nl deéngin penempatanmya dalim Lembarsn Daesrah Kabupaten
Sumbsawa Barat

Ditetaploan di Talilwang
pada tanggal 9 Juld 015

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFI MURADLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEAWA BARAT
NOMOR 5  TAHUN 2015
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

L uMum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
28 F menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh  Informasi  untuk mengembangkan pribadi dan  lingkungan
soslalnys, sertn berhak untuk mencan, mempercleh, memilik;, dan
menyimpan Informasi dengan menggunakan segal jenis saluran yang
teriedia Jaminan yang diberikan Undang-Undang Cmsar Negars Republik
Indonesin Tahun 1945 terhadap semua orang dalam mempernieh Informasi
dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang vang mengatur tentang
keterbuleaan Informasi Publik. yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbulaan Informan: Publik

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 berlaku dalam lingkup selurub
wilayah [ndonesia, schinggs segaln hak dan kewajibon orang stas informasd
publik atay pemohon dan pengguna informasi publik dan badan publik hailk
vang nde di onghkat pusat, provinsi maupun kota/kabupaten yang ditetapkan
dalam undang-undeng temang Keterbukaan Informasi Publik tersebut berlakoo
o secarn nasional df seluruh wilavah Repubbk  Indonesia.  Nafmib
demikimn, seiring dengan  penyelenggaraan - urusan  pemerintahan
kotaf kmbupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantusn dengan prinsip
otonomi sslias-luasnya dalam ststern dan prineip Negara Kesatuan Bepublik
Indonesin  sehaguimana  dimaksud dalam  Undang-Undang Dassr Negara
Republik Indonesin Tahun 1943, dan diberikannya peluang  jaminan
keterbuknan informast publik di daerah untuk diatur lebih lamjut dalem
Peraturan Daerah obeh Undang-undang Nomor 14 Tabun 2008 dan poraturan
perundang-undangen terkait lainnys, maka dibustiab Pesaturan  Daerah
Kobupsten Sumbaws Barat tentang Keterbuboan Informasi Publik ini
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Tujuan dtmma dibuatmya Peraturan Deerah inl adalah untuk ebil
menimnghkatian kepsrcayasn publik terhadap penyelenggarsan pemenntahan di
Kabupaten Sumbawa Bamt dan memudahkan dalam mewujudkannya dengan
cara menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka, transparan, bertanggung
jawab sesumi dengan prinsip-prinsip Tate Kelola Pemerininhan yang Balk
(Cood Gowernance). Dengan demikian, keberadaan Peruturan Duerah tentang
Keterbukaan Informasi Publik :llh'n Penyelenggaraan Pemerintahan  di
Kabupatenn Sumbawa Baral ini sangat penting disamping sebagal landasan
hukum yang berkaitan dengan seluruh keterbukasn informasi pubiik delam
penyelenggarann pemerintahan i Habupaten Sumbawa Baral jugs scbagai
tolok ukir dar penyelenggarsan pemenntahan di Rabupaten Sumbawa barat
yang sudsh memenuhi prinsip-prinsip Tate Kelola Pemerintahan vang Baik
[ Good Gowermanoa,

Penyelenggarann pemerintmhan di Kabupaten Sumbawa Baret yang
dimalksudkan dalam Peraturnn Dasrah inl adalah segala macam dndakan atau
kegiaran yung dilalukan oleh Badan Publik Dasrah dan Badan Publik Lainnya
dalam  membuat  keputusan-Keputusan  atau  Retetapan-keletapan  dan
melakukan perbuaten nyats yang bersifat wmum maupun  ksusus, yang
terkait dengan pemeliharoan ketertiben dalam  kehidupan masvaraka &
dacrah, pengelolsan keunngan deasrab, penyveduian dan pengelobun jass
daerah dan kepentingan umum lainnya di daerah.

Badun Publlk Daserah adalah Pemierintah Daemh  dan  Dewnn
Ferwalkilan Rakyat
Ouermh yang menjalankan pemeriniahan daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-lussnys dalam slstem dan
prinsip Negars Kesatuan Republilk Indonesia sebagaimans dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tidak
termasuk ke dalam pengertian Badan Publik Daerah dalam Permturan Dasrnh
imi adalah Lembaga-tembaga  yvudikatif/yudisinl  dan  lembage-lembaga
negarapemerintah Jainnya vang ada di deermh yang merupakan inatansi
vertilnl,

Badan Publik Lainnya edalah Badan Usahs WMiik Dasrah daon
organinast non  pemerintah  seperti  lembaga  swadaya  masyarakat,
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perkumpuian, termasuk parta politik dan baden lain yang fungsi dan tuges
pokoknya beckuitan dengan penyolenggaraan Negara yang berads di daerah
sepanjung  sehagpan atau  seluruh dananys  bersumber dan  Anggaran
Pendapatun dan Belanjs Dacmb, sdmbangan masyerakat. dan/atas luar
negern.

Persturan Daesrah ini mengatur tentang berbagsl hal terkalt dengan
Informasi Publik vang harus diinformasikon smu diumumken dan ddak di
diinfermasitan amu tdak diusumban, mekonisme memperoleh informasl
pubiik, penyelesaian sengheta yang muncul terimit dengan informasd publik
dan sebaghinya. Lingkup informasi publik vang distur dalam Peraturan
Daerah ini adainh informasi publik yang teroedia atay ade pada Badan Publik
Daernh dan Badan Publik Lamnya muncul dan tindalan dan kegiatannya
yang tergolong pada penyelenggaraan pemerititahen dasrnb  sebagaimana
dimaksudkan dalam Peraturan Daesrah  inl, dalam  menyvelenggaralan
pemerintaban dosrah dalam kofleks atbhonml dasrab dan tugas pembantuan,

[l PASAL DEMI PASAL

Fasal 1
Cukup jelas.
Fasal 2
Ayat (1]
Cukup jelas.
Ayat [3)
Cukup jelas.
Ayat (3}
Yang dimaksud denpgan ‘eepat dan tepal  walkiu®  adalah
pemeniuhan atas perminiean lnformas ditskuken sesus] dengan
waktl yeng senvasaya  ditempul  bercdasarkan  betenfoan
peraturan daerih ini,

Yang dimakaud dengan “Cars sederhana® adalah Informas vang
diminta dapat diskeses secarn mudah dalam hal prossdur dan
miudah juga untuk dipahami.
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Yang dimaksud dengan “Bianya nngan”® adalah  beya yang
dikenakan kepada pemobon infortasd sesunl dengan blaya yang
senvatanya dikeliaroan oleh Badan Publik Daerah dan Badan
Publik Lainnya untulk mendapatkan informes vang diminta atau
dimohon  tersebut dengan tetap memporhstilomn  standar binva
padu umumnya.

Ayat [4]

Prsal 3

Yang dimaksud dengan “konsckuensi vang tmbul®  adalsh
konsekuens) yang membahsyakan kepentingan yang dilindung
berdasarkan Peraturan Daerah ind apabila suaty Informasi dibuka
Suniu [nformasi yang dikategoriian terbuks atny tertutup harus
didasarkan pads kepentingan publik. Jiks Eepentingan puhblik
yang lebih besar dapat dilindungl dengan  memulup  suatu
Informas, Informasl tersebut horus dirmbasiskan stau ditutop
dan/atau seballicnye,

Cukup jelas,

Pasal 4

Cukup |elas

Pnsal 5

Cukup |elas,

Panal 6

Ayat |1)

Yang dimaksud dengan “informan yvang dikecuablan sesii
dengan peraturan decmah ini © adalah ketentuen  sebagaimana
dimaksud dalamn Pasal 16 dan Pesal 17 Peramuran Dasrah ing,

Ayat (2

Yang dimaksul dengan “tdak sesual dengnn kelentuan peraturan
dasrah ini * ndalab tidak sesunl dengan selurub ketentuan yang
distur dalmm semua pasal Peraturan Daerah .



Ayat (3}

Hurul &

Yang dimaksud dengen “membahayakan negarn” adalah
behaye terbadap Wkedaulatan negars, keutuhan wilayeh
MNegara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan
bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangss dan negara. Lebih lanjut mengenai Informas: vang
membahayekan Negara ditetapkan oleh Komisi Informasi
Kabupaten,

Hurul b

Yang dimaksud dengan “persaingan usahm tidak sehat”
adalah perasingan antar pelaliu ussha dalam menjalankan
kegiatan produbksi den/atmu pemesaran barang dan/atau
jasa yvang dilakukan dengan cara Hdak jujur, melawan
hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lebih lanjut
mengenal  Informasi  persaingan  usahe  tdsk  sehat
ditetapkan aleh Komini Informasi Kabupaten.

Huruf e

Culup jelas.

Hurufl d

Yang dimaksud dengan “rahasin jabatan® adalah rahasis
ying menyangku! tugas dalam sustu jabatan Badun Publik
Daerah dan Baden Publik Lalnaya atau tugas negam lainmya
wvang ditetsplan  berdasarkan  perstursn perundang-
l.Ihdln..ln

Huruf =

Yang dimaksud dengan “informasi Publik yang diminta
belum dikuasal atau didokumenmaikan® sdalah Badan
Publik Deerah dan Badan Publik Lainnym sccars nyals
belum menguasai dan/atau mendokumenisxikan Informas
Publik dimaksud.



Pasal T

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup pelun,
Pasal &
Ayat (1]
Yang dimaksud dengan "berkala” adalah secars ruting teratur,
dan dalsm janghs wakiu terteniy
Ayat (2
Huraf
Yang dimaksud dengen “Informasi yang berkaiton dengan
Badan Publik Dascah dan Badan Publik Lainnya * adalah
Informasi yang menyangkut keberadnan, kepengurusan,
maksud dan fujuen, ruang Engkup kegintan, dan Informasl
lainriya yang merupakan Informasi Publik yvang sesual
dengan ketentuan perundang-undangan
Hurul b
Yang dimaksud "Minegs Badan Pubbk Dasrah den Badan
Publik Laimnys ~ adalah kondisi Badan Publik Dacrah dan
Badan Publik Lsinmys sang bersinghutan yang meliput
hunmal dan prestas yanyg dicapal serta kemampuan keranya,
Huruf o

Cukup jelas,
Hurul d
Cukup jelas,
Ayat {3)
Cubup jelas
Avat |4)
Cukup jelas.
Ayat [5)
Cukup jelas.
Ayal (B
Cukup jelas.



Pamal 10
Avat (1]
Yang dimaksud denpgan “sern-merta” adalnh spontan, pada saat
U U
Aval (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas,
Pasal 12
Cukup jolas.
Fasal 13
Culkup joias,
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Yang dimaksud dengsn “organisasl nonpemerintah® adalah arganisasi
balk berbadan hukum maupun Hdak berbadan hukum yeng meliputi
perkumpulan, |lembaga swadays  masyarakat, badan  usaha
nonpemerintah vang sehagian atau ssluruh dananya bersumber dari
APBD, sumbangan masyirakat, dan faisu luar negen.
Puaal 16
Hurula
Cubtup jelas
Hurui b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Yung dimaksud dengan “Informasi yeng terkait dengan  sistem
pertahanan dan keamanan negira” adalah Informasi tenteng:
1. infrastrultur pertahanan pads kerasanan: system Komounibas)
strutegm pertihanan, sister pendukung strtegiss pertahanan.,
pusat pemandu, dan pengendali operasd militer;
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4. pelar opermai militer pada  perencanpan  operasi  militer,
komando dan kendall operasi militer, kemampuan operasi
situan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar
taktis operaad militer, whapan dan wekiu gelar ks operasi
mibiter, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan,
korawanan, lokasi, serts analisis kondisi fsik dan  mocl
musuh;

d. slstem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat
persenjataan militer; kneris dan kapabilitas teknis operesional
alat persenjainnn militer, kerswansn sbsien persenjativsn
militer, sertn rancang bangun dan purwanupa persenjataan
mifiter;

Pasal 17
Cukup relas
Fasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Culcup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelns
Ayat (2]
Cukup jelas,
Ayat (3)
Cukup jeins.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas,
Fasal 33
Cukup pelas.
Pasal 34
Cukup jelas;




Pasal 25
Cukup jeilns.
Pasal 26
Culoup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Culkup jelan
Pasal 29
Cubkup |slas
Pasal 30
Ayat (1]
Yang dimaksud dengan *mandiri® adalash indeponden dalam
menjalankan wewenang seris tugas dan fungsinva eermasul
dualam memutuskan Senghetn Informast Publik dengan berdasar
poada Peraturan Deerah ind, keadilan, kepentingan wumum, dan
kepentingan Negara Kesatunn Republik Indonesia.

Yang dimaksud “Ajudikesi  nonbitignss® adalah  penyelesaion
senyrketa Ajudikam di luar pengadilan vang putusannys memilild
kekcaian setara dengan putusan pengadilan.
Ayat (2}

Yang dimaksud dengan * dapai® adalah Komisi Informasi
Kabupaten di Kabupaten Sumbawa Barat tidak harus dibentule, o
boleh dibentuk atau boleh tidak dibentuk eesual dengan hasi
pernmbagan kemampuan Pemeriniah Kabupaten Sumbawa Barnt,
Komigl Informasi Kebupaten biss dibentuk sselah  melalol
pertimbangan kemampuan pemeriniah daemmh

Yong dimaksud dengan “pertimbangan kemampuan pemertniah
daerah® ndalah pe:‘l'.l'lnhn‘n.#.n teknin dan ll!:h'l.l.mpu..n. ekonomis
yong dimilikl obely Pemerintah Derah.

Pertimbangan  “leknis” berlaitan dengan  kelemboagaan  dan
kepegmwaiannye serta sarans dan  prasarananya.  sedenghan

pertimbangan "akonomis” terkait dengan binya atau Kevangan,
x ]




Peraturan Daerah ini sudah  mengantsipasl  kemungkinan
dibentuknyns Komist Informasi Kabupaten, sehingga (lka Keorisi
Informasi Kabupaten ini benar-benar dibentuk maka atursn
tenigng Romdal tersebut, sudeh  terndapat | pengsfurannye
sebagaimana dintur dalam Pusal 31 sampai dengan Pasal 41, Oleh
kmrens i, keetentusn-ketentuan terkait pembentukan  Komiss
Rabupaten tersurat di dalam ketentuan-ketentuan Pasal-pesal
Peraturn Caerah (i

Berakunyva ketentuan Fasal 30 wyat (2] Peraturan Daersb ind
terkalt eral dengan ketentuan peralihan sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 68 Peraturan Deerabh ind,

Pasal 31
Cukup jelas:
FPasgal 11
Cukup jelss.
Pamal 34
Ayat (1)
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cuboup jolas.
Huruf d
Cubup jeins.
Hurule
Yatg dimaksud dengan "kods etih” adalah pedoman perilalu
yang mengikat setinp anggotsn Komisi [nformasi, vang
penetapannva dilakukan obely Komisd Informasl Kabupaten-
Ayat {2)
Cukiup jeias.
Prsal 35
Cukup jelas.




-

Cukup jelas.

Culkup felas.

Culoup pelas,

Culcup jolas.

Cukup jelns.

Cukup jelas.

Cukup jelas:

Culiup jelan.

“Sehat jiwa dan raga® dibuktikan melalul surat keterengan
tim penguji keschatann rmesmd  yang  ditetaploan
Pemerintah Baerah

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasil 37
Cukup jeins,
Fasal 38
Agat (1|
Huruf a
Hunif b
Hurif c
Hurif d
Huruf =
Huruf §
Huruf g
Humaf k
Hieruf i
Ayat (2]

Yang dimaksud dengan “terbuka® adalah bahws Informon setiap
tahapan proses relrutmen harus divmumben bagh pubiil

Yang dimaksud dengan “juiur® sdalah bahwa proses relrumen
berlnngsung adil dan nondiskriminatiil berdasarkan Peratursn
Daerah ini
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Yang dimaksud dengan “objekeil” adslah bahwa proses rekrutmen

. harus mendasarkan pads hoiterin yang diatur oleh Fermturan
Duerah ind.
Avmt |3
Cubup jelas,
Ayut (4]
Cubtup jeins
Pazal 39
Cukup el
Pasal 40
Cukup jelas.
i Pamal 41
Axat (1]
- Cukup jelas
Ayan (2}
Huruf a
Culeup jelas,
: Huruf b
£ Cukup jelss.
Huruf ¢
Cubcup jelas
Hurul d
Cukup jeian.
' Huruf &
i Cukup jelas,
Hurruf |

Yang dimaksad dengan  “tindakan, tercela”  adalalb
mencemarkan martabat dan reputas dan/etau mengumngl
hemandiran dan kredibilitas Komisi Informasi Kabupaten.
Ayact (3]
Cukup jelas,



o

Ayat (4]
Yang cimakaud dengan *penggantian aniar wakiy anggota Komisi
Informasi” adilah  pengengkatan anggota HKoousi  Informas
Kahupaten baru untuk menggantikean anggotn Komisi Informas
Kabypaten yang telph berhenti atau diberhentiban sebelum mesa
jabatannya bernlkhir

Ayat [5)
Culup jelas.

Pasal 41

Avat (1)
Pengajuan kebetatnf setarm  tertulis  kepadn atnsan  Pejala)
Pengelola Informasi dan Dolumentasi atau  pimpinan  PPID
sekurang-kumangnya bensikan nama dan/atau  instansi assal
pengguna  Informasi, alnsan mengajukean  keberatan,  tujuan

menggunalan informas:, dan kasus posisi permin@an informmiss
iirmalesi.

Yang dimaksud dengan “stasan Pejabat Pengeloln Informesi dan
Dokumentasl  atay pmpman  PPIDT  adalsh  pegbat  yoang
meripakan atssan langeung pefabat vang bersanghutan dan/ st
atmsan dar atasan leRngsung pejabat vang bersangkutan

Huruf &
Cukup jelas

Huruf b
Cukup |elas

Huruf ¢
Yang dimaksud denpgan “dilanggap® adalab respons dar
Badan Publik Deersh atau Badan Publik Lainnye sesdai
dengan  hetentunn  pelayanan vang ielah  distur  dalam
petunjulk teknis pelayanan Informasi Publik:

Hurufl d
Culkup jelas

Huruf e

Cubup jeias.
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Hurul f
Yang dimiksud dengan "pengenaan biaya yang tdak wajar”
adalnh himye vang ditetapkan oleh Badan Publik Dasrah dan
Bodan Publik lainnva melnmpaul biaya vang senyvaianya
dikelunrkan untuk memperoleh informand  publilke  vang
diminta oleh pemoben informasi publik.
Humif g
Cukup |elss.
Avat (2}
Cukup jelas.
Ayat (3
Cukup jeias
Ayat (4]
Cukup jelns.
Pasal 43
Cukiup jelas.
Pasal 44
Cukup jelan
Passl 45
Culup jelag.
Pazal 46
Cuilup jelns
Pasal 47
Culkcup jelus,
Pusal 48
Cukup |elas,
Pagal 48
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas.



Pesal 53
Cubup jelns.
Pasal 53
Culup jelas,
Pasal 54
Cubup jelas,
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 5T
Ayat (1]
CQugatan terhadap Badan Publik Daerab yang terkait dengan
Reputunan tata usaha pegara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara sesual dengan  kewenangannya berdasarkan
Undang-Undang tentang Peradilsn Tata Usaha Negars
Aat (2}
Gugatan terhadap Badan Publik Lainnya yang tdak memyanghoot
Keputusan tata usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Negeni
sesunl dengan peraturan perundang-undangan.
Fasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelan
Pasal 61
Yang dikenakan sanksi dalaen ketentusn ini omeliputi setinp omng
perseorangan, kelompok omng. badan hukum, atau Badan Publik
Daeraly dan Badan Publik Lainnya sebagmimans  dimaksud dakam
Peraturan Daemh ini.
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Pasal 62
Yang dapat dikenskan sanksl pidans terhadap tindak pidans yang
dilakoulean oleh korporasi dijatuhkan kepads:
&, badan hukim, perseroan, perkumpulan, atau yayassn,
h. mereka yang member| perintah melakukan tindak pidana atau yang
bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidann; steu
c. kedua-duanya
Pasal 63
Yang dikenakan sanksi dalam ketentusn inl meliputl setiap orang
perseormngan ataid kelompok arang atau badan hokom atay Badsan
Publik Dafrabh atay Badan Poblik Lainnys sebagaimans dimalksud
dinlam Peraturan Daseah inl.
Pasal G4
Ayat (L]
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap orang
persoorangan atad kelompokl orang atau badan hubkum atau
Badan Publik Daerah atau Badan Publik Lainnya sebagaimans
dimaksud dalam Persturan Daerah ind
Ayac (2
Yang dikenakan sankai dalam ketentuan ini meliputi seting orang
persporangan Atay kelompok orang atsu badan hubuom  atau
Badan Publik Dasrah atay Badan Publik Lainnys sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Dasrah ini.
Pasal 65
Yong dikenakan sanksi dalam Ketentuan inl meliputi seotisp, orang
perssorangan atin kelompok orang amy badan hukum st Badan
Publik Dasrah atny Bedan Publik Lainnya sehagaimana dimalsud
dalarm Peraturan Dasrah ini.
Pasal 66
Culoup jelan,
Fasal &7
Cukup jelas.
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Fasal G5

Cukup jelas.
Pasal G

Cukup jelas:

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 5

&1




